SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PETLUINJUK TRKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BADAN SATUAN POLIS] PAMONG PRAJA KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang :a bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi
dacrah yang aman, tenterarmn don tertib serta
guns menciptakan penvelenggaraan
Pemerintahan, Pembanpunan dan kegiatan
masyarakat yang kondusif dipandang periu
meningkatkan kinerja Satuan Polist Pamong
Praja dalam melaksanalkan tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
maksud dalam bhuruf a, perlu menctapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Standar Operasional Prosedur Badan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu;

Mengingal . 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengpara Negara vang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Tahun 1999 Nornor
75, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 35851);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembenitukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);



10.

il.

12.

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundan-undangan
(Lembaran Negera Republik Indonegia Tahun
7011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Noror 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
#epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomeor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambehan Lembaran Negara,
Repuhblik Indnnesia Nemor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2000
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Fenycicnggaraan Pemerintahan Daerah
il.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4393);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2010
tentang Satnan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5091);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

Deraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tertang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
174, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2010 tentang Keteniraman, Ketertiban
dan Perlindungan Masyarakat dalwn rangka
Menegakkan Hak Asasi Manusia,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelalihan Dasar Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40
Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Polim Pameorng Prajs;



Menetaphkat

13.

14.

15.

1a.

17.

18,

Peraturun Menteri Dalem Negeri Nomor 54
Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja:

Pergturan Menteri Dalam Negeri Nuwnor 16
Tahun 2011 tentang Komunitas [ntelijen
Daerah sehagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30
Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 2015 Nemor 20306),;

Peraturan Daerah Provinsi Tampung Nomor 42
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewdii
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahl
Bupati;

Peraturan Liaerah Provinsi Lampung Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Provinsi Lampung;

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu NOmor
16 Tahun 2016 tentang DPembentukan dan
Sueunan  Perangkat Taerah  Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16};

MEMIITUSKAN:

. PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

STANDAR OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KARUPATEN PRINGSEWLU.

BAB I
KETENTUAN UMLIM

Pasal 1

Dalau Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupeten Pringsewit.
2. Bupad adalah Bupah Pringsewu.



6.

7.

8.

.

1O,

11.

_Pekon merupakan sebutan lain dari desa di

Kabupaten Pringsewu adalah kesatuan masyarakal
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
betrwenang unmk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul danjatau adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sisiem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

_Satuan Polisi Pamong Praja adalah Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu yang
melaksanakan tugas dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketertiban umum Jdan
ketentramax:  masyarakat, acrta  menegaklan
Peraturan Daerah serta peraturan pelaksanasnnya.

.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi

Pamong Praja sebagai aparat Pemermntah Daerzh
dalam penegakan peraturan dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut
PPNS adalah Pejabul Penyidik Negeri Sipil tertentu
dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanyd.

Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang
mengandung dari bebas dari gangguan dan ancarman
baik fisik maupun psikis bebas dari rass takut dan
kekhawatiran,

Ketertiban adalah =uaiu tatanan dalaun suatu
lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya
perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai
anggota masyrakat yang mematubi kaidah, norma

, norma sosial dan peraturan perundang-
undangan yang berlalo.

Ketertiban umum dan Keientraman masyarakat
adalah suatu keadaan yang dinamis yang
memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
masyarakat dapat melakukan Kkegiatannysa dengan
tentram, terdb dan teratur.

Pembinaan adalali segula usaha dan kegiatan
membimbing, mendorong, mengarahkan, termasuk
kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk
melaksanakan sesuatu dengan baik, terarur, rapi
dan seksama menurut Tencana,/ program
pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma,
gistem dan metode secara efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan
secara maksimal.



12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19,

20.

Masyarakat adalah seluruh manusia di Indonesia,
baik secara individu/perorangan maupun sebagai
kelompok di wilayah hukum Indoncsia yang hidup
dan berkembang rdalam hubungan sosial dan
mempunyai keinginan serta kepentingan yang
berbeda-beda, tempat tinggal dan sitnasi yang
berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan
nasional yang sama.

Pembinaan ketentraman dan Lketertiban umum
adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang
berhubungan dengan perencanaan penyusunan
pengembangan pengarahan pemeliharaan serta
pengendalian dibidang pengendalian dan ketertiban
umum secara berdayaguna dan berhasilguna.

Unjuk rasa dan kerusuhan masa adaish
tindalk/perbuatan sekelompok orang atau masa yang
melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan
keadaan vang ada.

Unjuk msa dan kerusuhan masa merupaken
kejadian yang haris diantisipasi dan dilakukan
tindakan pengamahan oleh Satuan Pohsi Pamong
Praja Kabupaten Pringsewu sebagai aparat
Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam tangka
pclaksanaan tugae penyelenggaraan lketentraman
dam kefertiban urmum.

Pengamanan terhadap para pejabat/orang-orang
penting ({(very important person/VIA adalah
merupakan sebagian tugas melekat Satuan Polisd
Paunong Praja Kabupaten [ringsewu scbagai aparat
pemerintah Kabupaten Pringsewu dalstn rangka
menvelenggarakan ketentraman dan ketertiban
unum,

Penjagaan tempat-tempat penting adalah merupakan
salah satu fugas melekal pada Satuan Polisi Pamong
Praoja. Kabupaten  Pringsewu dalam rangka
menvelenggarakan ketentraman dan  ketertiban
umum.

Patroli adalah kepiaran mengelilingi suatu wilayah
tertentu secara tertentu yang bersifat rutin.

Unit intelijen adalah Unit Satuan Polisi Pamong
Praja yang dibentuk untuk melakukan npaysa deteksi
dini dengan metode mencart informasl yang akurat,
mengumpulkan, menganalisa dan memberikan
informasi vang diperiukan kepada pembuat
kebijakan dalam mengambil keputusan terbask
untuk kepentingan masyarakat.

Sistern peringatan dini adalah pengumpulan dan
analisa data/informasi yang diperoteh dari wilayah
pethatian atau sasaran, secara disistemmatisasi,
dengan tuyjuan mengantisipasi perkembangan
lingkungan dan sasaran, untuk mengurangi ketidak
pastian, mencegash pendadakan, mengembangkan
respon/ tindakan, memberikan pilihanfopsi tindakan
bagi pengambil keputusan.



21. Peraturan bDaerah adalah Feraturan Perundang-
Undangan yang dibentuk olch DPRD dengan
persstujuan hersama Bupati.

22, Penegaskan Peraturan Daerah adalah suatu upaya
atan tindaksn agar Peraturan Daergh ditaati semua
pihak dan bagi pelanggar dikenakan sanksi sesuat
denga seanksi yang tercantum dalam Peraturan
Daerah.

23, Petunjuk Standar Operasionai Progsedur Satuan
Polisi Pamong Fraja vang selanjutnya disebut
petunjuk teknis standar operasional prosedur
Satuan Polisi Pamong Praja adalah prosedur bagi
aparat Polisi Pamong Praja dalam rangka
meningkatkan Lkesadaran dalam melaksanakan
tugas menegakkan Peraturan Daerah, meningkatkan
kesadaran dan ketastan masvarakat, aparat, serta
badan hukum terhadap Peraturan  Daerah,
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta

menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

{1) Maksud disusunnya petunjuk teknis proscdur tetap
Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman
bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban
umum dan  ketentraman — masyarakat serta
meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat
terhadap peraturan daerah yang ada.

(2] Tujuan disusunnya petunjuk telmis operasional
Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk
keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja
dalam menyelenggaraken ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan
daerah yang ada.

(3) Sasaran disusunnys petunjuk teknis operasional
Satuan Polisi Pamong Praja adalah terciptanya
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
dengan sebaik-baiknya.

BAB IIL
PETUNJUK TEKNIS
STANDAR OPERASICONAL PROSEDUR

Pasgsal 3

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
vprrasional harus sesuai dengan pectupjuk tekmis
standar operasional prosedur Satian Polisi Pamong
Praja.



Fasal 4

Nalam melaksanakan tugas operasional Polisi Pamong
Praja dipimpin cleh Kepala Badan Satuan Polisi Pamorig
Praja yang bertanggungjawab kepada Bupats.

Basgal 5

a Standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
mehputi:

a. standar  operasional prosedur  penegakan
Peraturan Daerah,

b. standar operasional prosedur ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat;

c. standar operasional prosedur pelaksanaan
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa;

d. standar operasivnal prosedur  pclaksanaan
pengawalan pejabat/orang-orang penting;

e. standar operasional prosedur pelakasanaan
ternpat-tempat penting;

f. standar operasional prosedur pelaksanadn
operasional patroli;

g. standar aperasional prosedur pelaksanaan
intelijen {upaya deteksi dini).

b. Stander operasional prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupatli yang
memupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupahi ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya dalam mangka pelaksanaan Peraturan Bupati int
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada Badan Satuan Polisi Pamong Fraja
Kabupaten Pringsewu.

BAE V
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 7

Hal-hal yang belum diawar dalam Peraturan Bupati i,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebth
lanjut dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pameong
Praja.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setinp orang mengetahuinya, memnerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  berita Daerah kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Prangsewu
pada tanggal 02 apmprdl 200

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJABD

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal go Ail 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

IHSAN HENDRAWAN, S.H

JDIH Kabupaten Pringsewu : http://jdih.pringsewukab.go.id/



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 1%
TAHUN : (2 ipeil 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

1.

Ruang lingkup penegakan Peraturan Daerah meliputi :

a.i‘

b.

C.
d.

melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan
hukum yang melanggar Peraturan Daerah;

melakukan pembinaan danfatau sosialisasi kepada
masyarakat dan badan hukum;

prefentif non yustisial,
penindakan yustisial.

Ketentuan Umum .

a.
b
¢.
d. tidak menimbulksn korban/kerugian pada pthak manapun.

mempunyai landasan hukum,

. tidak melanggar hak asasi manusia;

dilaksanakan sesuai prosedur,

Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaaty dan
mematuhi  Fecraturan  Daersh  dan  aturan/ketentuan
mmmannya.

Pembinaan dan/aiau sosialisasi :

a.

melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan
hukum yang melanggar Peraturan  Daerah  dan
aturan / ketentuan turunarmya; -

pembinaan perurungan dilakukan dengan cara mendatangi
masyarakat dan badan hultum yang melanggar Peraturen
Daerah dan  aturan/ketentuan  turunannya  untuk
diberitahu, Pengarahan dan Pembinaan akan arti pentingnya
kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah damn
Peraluran Bupati;

pembinaan kelompok dilakukan dengan cara
mengundang/mengumpulkan  kepada masyarakat dan
badan hukum vyang melanggar Peraturan Daerah dan
aturan fketentuan turunannya untuk diberikan pengarahan
dan pembinaan akan pentingnya kesadaran dan kepatuhan
terhadap Peraturan Daecrah den  aturan/ketentuan
turunannya.



. Penindakan preventif non yustisial
Tindakan yvang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

a,

penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Dgerah dan
aturan fketentuan turunannya, terlebih dahulu
menandatangani Surat Pernyataan bersedia dan sanggup
mentaati dan mematuhi serta mclaksenakan ketentuan
dalam waltu 15 {lima helas) hari terhitung sejak
penandatanganan surat permmyataan.

apsghila tidak melaksanakan den atau mengingkari surat
pemyataan, maka akan diberikan :

1) surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh)

hari;

2} surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 {tiga) hari;
3} surat teguran ketiga dengan tenggang waktu J {dge) hari.
apabila tidak melaksanakan dsn atau mengingkari surat
teguran tersebut, aken dilaporkan kepada PPNE untuk

diltakukan proses sesuai Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Penindalkan Yustisial

B,

penindakan yang dilakukan oleh PPNS :

1) pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang-
Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah  |atas kuasa undang-undang) mernilild
kewenangan untuk melakukan penyidikan.

2) PPNS dalam rangks penyidikan pelanggaran Peraturan
Daerah dan aturan/ketentuan turunannya dapat
menggunakan kewenangan dan/atau pengamatan untuk
menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-
undang yang menjadi dasar hulumnya (Peraturan
Daerah dan aturan fketentuan turunannyal.

3) dalam hal tertentu PPNS bila mernbutuhkan kegiatan
penyidikan dapat pula meminta bantuan Penyidik Poiri.

penyidikan pelanggeran Peraturan Daerah dan

aturan/kelentuan turunannya;

1} dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui buhwa suatu
peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan
Daerah dan aturan/ketentuan turunannya yang
termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai
dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya
dalam wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah  dapat
diketahui dari:
a] laporan yang dapat diberikan oleh :
{l) sebap orang;
{2} petuga=.
h) tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun;
c] diketahui langsung oleh PPNS.



2) dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah dan
aturan/ketentuan turunannya baik melalni laporan,
tertangkap tanganh atau diketahui langsung nleh PPNS
ditnangkan dalam bentuk laporan Kkejadian yang
ditandatagani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

3] dalam hal tertangkap tangan. Setiap anggota Satuan

Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:

a) tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

b) melakukan tndakan yang diperlukan sesuai
kewenangan yeng ditctapkan di dalam Undang-
Undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi
Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.

c) segera melakukan proses penyidikan dan koordinasi
dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis
pelanggaran Peraturan Daerah dan aturan /ketentuan
turunannya.

¢. Pemeriksaan

1) pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS
yang bersangkutan dalam pengertan tidak boleh
dilimpabkan kepada petugas lain yeng bukan penyidik.

2) setelah diadakan pemeriksaan olch PPUS terhadap
tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran
Peraturan Daerah dan aturan/ketentuan turunannya
serta bersedin dan mentaati uniuk melaksanakan
ketentuen Peraturan Daerah dan aturan/ketentuan
turunannya tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan
yang dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak

aan pemeriksaan tersebut dan mengakui
kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan
membuzl surat permyataan.

d. Pemanggilan

1} dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan
ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.

2) dasar pemanggilan Tersangka dan saksi sesuai dengan
kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing, yaitu
Peraturan Daerah dan aturan flketentuan turunannya.

3) pada prnsipnyn, yang berwenang mendatangi Surat
Panggilan adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.

4] dalam hal Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan
Penyvidik PPNS, maka penandatanganan surat panggilan
dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.

5) dalam hal Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah

Penyidik PPNS, maka surat panggilan ditandatangant
olel PPNS Pamong Praja;



6)

surat panggilannva dilakukan oleh Petugas PPNS, agar
yang bersangkutan dengan kewajibannya dapat
memenuhi panggilannya tersebut bahwa Kesengajaan
tidak memenuhi panggilan terscbut dioneam dengan
Pasal 216 KUHAP,

Pelaksanaan

Dalam melaksakan operasi penegakan Peraturan Daerah dan
aturan/ketentuan turunannya dibentuk tim terpadu yang
terdiri dari Satuan Polisi Pamonyg Praja, pengampu Peraturan
Dacraly dengan dibentu Kepolisian Kordinatar pengawas
PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan dapat melakukan:

1} sidang di tempat terhadap para pelanggar peraturan

2)

3)

daerah;

melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar
peraturan daerah selanjutmyas diserahkan kcpada
Kejaksaan; dan

melaloulan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan
Kepolisian (Korwas PPNS) pguna penjadwalan untuk
melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar
peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong
Praja.

. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

1.

Ruang

lingkup penyclengaraan ketertiban  uvmum dan

ketentraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan. operasi
penertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi

kewenangarn Satuan Polisi Pamong Praja antara iaim:
tertib tata ruang;

tertib jalan,

tertib angkutan jalan dan angkutan sungai,
tertib jalur hijaun, mman dan tempat umum;
tertib sungai, salurun, kelam dan pinggir pantad;
terdb lingkungan;

tertib tempat usaha dan usaha tertentu;

tertib bangunan;

tertib somial;

tertib keschatan:

tertib tempat hiburan dan keramaian;

tertib peran serta masyarakat; dan

_ ketentuan lain sepanjang telah ditetapkannya
Peraturan Daerah masing-masing.

mEe PR DARO TP
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2. Ketentuan Pelaksanaan
a. umum

Persyaratan yang harus dimilild oleh setiap petugas pembina
dan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
adelah :

1)

2]

3
4

5]
6}

7}

sedap petugas harus memiliki wawasan dan fimu
pengetahuan tentang Peraturan Daerah dan
aturan/ ketentuan taranannya,;

dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa

Indonesia yang baik dan benar, data juga dengan hahasa

daerah setempat;

menguasaei telmik penyampaian informasi dan teknik

presentasi yang baik;

berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jewab yang

tinggi; _

setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat;

bersedia menerima saran dan kyitik masyarakat serta

mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan
alternatif pemecahan masalah tanpa [NEHEUreEng tugas
pokoknya;

petuges ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

harus memiliki sifat :

a) ulet dan tahan uji;

b} dapat memberikan jawaban yvang memuaskan kepada
semua pihak terutama yang menyangkut tugas
pokoknya;

¢} mampu membaca situasi;

dy memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh olch mparat
Pemerintah Daerah lainnya;

e) ramash, sopan, santun dan menghargai pendapat orang
lain.

h. khusus

Pengetahuan dasar yang dimiliki oleh petugas Saruan Polisi
Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah:

i)
2)
3)
4)

5)

pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong
Praja khususiya dan Memerintah Daerah umumnya;
pengetahuan  dasar-dasar hullum dan  peraturan
perundang-undangan;

mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi
Pamong Praja;

memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan
vang berlaku di daerah;

mengetahui dun memahami dasar-dasar pengetahuen dan
dasar hukum pembinaan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.



3. Perlengkapan dan peralatan

a. surat perintah tugas;

b. kartu tanda anggota resmi;

c. kelengkapan pakaian yang digunakan Pakaian Dinas
Lapangan (FDL},

d. kendaraan operasional yang dilengkapi dengan alat pengeras
guara dan perlengkapan lainaya;

e. kendaraan operasicnal terdiri dari kendaraan roda empat atau
lebih dan roda dusa sesuai standar operasional Satuan Polisi
Pamong Praja;

f. bagi dacrah yang memiliki wilayah perairan dapat
menggunakan keridaraan bermotor atau tidak bermotor di
atas air sesuai kebutuhannya;
perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm/tameng;

i. alat-alat perlengkapan lainnya yeng mendukung kelancaran
pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

T

4, Bentuk cura pembinaan penyelenggaraen ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat adalah berupa bentuk praduk hukum
vang tidak ditasti masyarakat, terutama Peraturan Daerah dan
aturan/ketentuan turunannya dalam menjalankan pemerintahan
di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan secara
bertahap dan berkesinambungan schingga masyarakat akan
memehami arti pentingnya ketastan dan kepatuhan terhadap
produk hukum daerah, oleh karena itu di dalam pembinaan
harus mememihi:

a. penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan,
kelcmpok atau badan usaha.

L. penctapan wakwu peclaksanaan, pembinaen seperti bulanan,
triwulan, semester dan tahunan. Perencansan dengan
penanggalan wakiu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan
yang akan dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan
mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiaian yanyg
dilalkukan.

¢. penctapan materi pembinaan, dilakukan agar maksud dan
tujuan pembinaan dapat tercapai dengan terarah, selain itu
penetapan materi pembinaan disesuaiken dengan subjek,
objek dan sasaran,

d. penetapan tempat pembinaan yang dilakukan dapat bersifat
formal dan informal, discsuaikan dengan kondisi lapangan.

5. Bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua)
cara yaitu :

a. formal
1} Sasarun Perorangan
Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota
masyarakat yang telah ditetapkan sebagsi sasearan untuk
memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya
ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan
aturan fketentuan fturunannya.



Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang
perbuatannya telah melanggar dari ketentnan Peraturan
Daerah dan aluran/ketentuan turunannya untuk
memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbustan
yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat secara umum,

2] Sasaran Kelompok

Pembinaan  Keterdban umum dan  keteniraman
masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas darn
Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan instansif
OPD lainnya dengan menghadirkan masyarakat disuatu
gedung pertemmuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta
naragumber membahas arti pentingnya peningkatan
ketantan dan kepatuhan terbadap peraturan perundang-
undangan vang ada guna memelihara ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat.

b. Informal

Seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban
moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang
terkait dengan Peraturan Daerah dan aluran/ketentuan
turunannya kepada masyarakat.

Metode yang dilakukan dengan pembinaan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat adalah dengan membing saling
asah, asih dan asuh diantara aparat penertiban dengan
masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing
dalam rangka peningkatan, ketaatan dan kepatuhan
masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang
ada. Dengan dJemikian harapan dari Femerintah Dacrah
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
proses pembangunannya dalam keadaan tertib dan tentram di
daerah dapat terwujud.

Selgin itu pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan
memanfaatkan sarana dun (asililas umum yaitu -

1) media massa dan media elekironik secperti radio dan
televisi;

2) pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, 1K
Pekon/Keharahan atau sebutan lain sesuai dengan daerah
masing-masing dan Keceamatan;

3) tatap muka;

4) pembinaan dilakuken oleh sebuah tim yang khusus
dibentulk untuk memberikan arahan dan informasi kepada
masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya
yang membawa misi Pemerintah Daerah dalam
memelihara ketentraman dan ketertiban umum.



6. Teknis persiapan operasional ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat :

a. memberikan teguren pertama kepada orang/badan hukum
yang nmelanggar ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

b. memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang
melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
apabila dalam wakiu 3 (tiga} harl setelah teguran pertama
dilakukan helum dindahkan;

c. memberikan tcguran ketiga kepada orang/badan hukum yang
melanggar penyelenggaraan  ketertiban umum  dan
ketentraman masyarakat apabila dalam waktu 3 [tiga) hari
setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan;

d. memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 {tujuh)
hari agar orang/badan hukum tersebut untulk menertiblkan
sendiri pabila dalam watu 3 (tiga) hari setelah teguran ketiga
dilakukan belum diindahkan;

e. memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga} hari
agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan
sendiri,

f memberikan surat peringaian ketiga dalam waktu 1 (satu) hari
agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan
sendin;

g apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan
maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

7. Teknis operasional ketertiban umum dan ketentraman
masyaraket dalam menjalankan tugas :

a. melaksanakan deteksi dini dan mengealuasi hasil deteksi dini;

b. melakukan pemetaan/mapping terhadap objek atau lokasi
sasaran serta memikirkan emergency exit urandous,

c. pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang
diperlukan dalam pelaksanaan operasi,

d. apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi
membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya perlu
mengadaan koordinasi untuk peleksaan tersebut;

e sebelum menuju Ilokasi operasi, pimpinan memberikan
briefing kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan
operasi termasuk kemungkinan ancaman yang ditudapi oleh
pelugas dalam opcrasi;

f. mempersiapkan dan menpecek sepala kebutuhan dsn
perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa;

g setiap petugas vang diperintahkan harus dilengkapi dengan
surat perintah tugas.

Penertibun  dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan
masyarakat terhadap peraturan, fefapi tindakan tersebut hanya
terhatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara
kegiatan yang melanggar Peraturar Daerah dan
gturan/ketentuan turunannys, Sedangken putusan final atas
pclanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi atau
pejahat yang berwenang, penyidikan penertiban yang dilakukan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan nen yustisial.



8. Dalam pelaksanaannya baik upava bimbingan dan upaya
penertiban maka :

a. sesorang anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap
pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan
permasalahan yang melakukan pelanggamn ketentuan
Peraturan Daergh dan aturan/ketentuan turunannya dengan
CAara .

1)
2|
3]

4

=

mendengarkan keluhan masyarakat dengan seksama;
tidak memotong pembicaraan orang;

tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap
permasalahannya;

jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/Keluhan/
perbuatan masyarakat;

jadilah pcmbicara yang bailc,

b. setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus
dilakukan adalah

1)

2

3

9

memperkenatkan dan menjelaskan maksud dan tujuan
kedatangnya,;

menjelaskan kepada masyarakt bahwa perbuatan yang
dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah dan
aturan/ketentuen turunannya jika tidak cukup waktu
maka kepada si pelanggar dapat diberi surat panggilan
atau undangan untuk datang ke kantor Satuan Polisi
Pamong Praja untuk memninta keterangan atas perbutan
yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan
penyuluhan.

herani menegur terhadap masyarakat atau aparat
pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan
tindakan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan
aturan /ketenivan teurunannya.

jika Llelah dilakukan pembinaan ternyata masih
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Peraturan Daerah dan aturan/ketentuan turunsumya,
maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban
dengan berkerjasama dengun aparat penertiban lainnya
serta PPNS.

9. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satuan Polis
Pamong Praja -

a. dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan
penertiban dengan instansi terkait antara lain:

1)
2)
3]
4]

alat negara;

ingtansi terkait;

FPPNS;

Kecamatan dan Kelurahan/Pekon.



b. teknis pelaksanaan standar operasional prosedur Satuan
Polizi Pamong Praja :

1)

2)

3

4

secarn aktif dan herkala memberikan penyuluhzn dan
sogialisasi tentang Peraturan Daerah dan
aturan/ketentuan turunannya yang mengatur mengenei
keterdban umum dan ketentraman masyarakali;
mengingatkan /mencgur masyatakat yang melanggar
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan
¢ara yang sopan;

melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan
hukum yang melanggar ketertiban umum dan
ketentraman masyarakal,

apabila crang/badan hukum melanggar ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat diberikan surat teguran dan

surat peringatan.

¢. standar opcrasional prosedur penertiban secara paksa
1) Pra operasional penertiban

a) pemberitahuan kepada masyarakat dan badan hulkum
yang akan ditertibkan;

b} melakukan perencanaan operasi penertiban dan
berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kecamatan,
Kelurahan, RT/EW /LK serta masyarakat setempat;

¢) melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan inteligen
yang dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja
sendiri maupun hasil koordinasi dengan wunsur
Pemerintah Pekon/Kelurahan, Kecamatan, Polsek dan
Koramil,

d) hasil dan kegiatan pemantauan manjadi dasar untuk
menentukan wakitu den saat yang diangsap tepot
untuk melakukan kegiatan penertiban;

&) hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk
menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan,
sarana prasarana pendukung yang diperlukan dan
instansi yang terlibat scrta pola operasi penertiban
yvang akan diterapkan;

] pimpinan pasukan memberikan arahan kepada
pasukan yang akan melakukan penertiban :

(1} bertindak tegas;
(2] tidak bersikap arogan;
(3) tidak melakukan pemukulan/kekerasan {body
corttact];
{4) menjunjung tingg Hak Arasi Manusia;
{5) mematuhi perintah pimpinarn;
{6) mempersiapkan kelengkapan sarana operasi
berupa :
a. pengecekan Kendaraan;
bh. kelengkapan pakaian HETHRATIL dan
perlindunganmya;
c. perlengkapan pertolongan pertama (P3K);
d. persiapan ambulan;
e. menghindari korban sekecil apapun.



(7} kesiapan pesukan pendukung dan instans: terkait
apabila kondisi lapangan terjadi upaya penoclakan
dari orang/badan hukum yang Terpotensi
menimbulkan konflik kekerasan.

d. pada saat operasi penertiban dilakuken dengsn cara :

1] membacaksan/menyampaikan surat perintah penertiban;

7] melakukan penutupan /penyegelan;

3] apabila ada upaya dani orang/badan hukum vyang
melakukan penclakan/perlawanan terhadap petugas,
maka dilakuken upaya-upaya sebagai berikut :

a. melakykan negoisasi dan memberikan pemahaman
kepada orang/badan hukum tersebut;
b. dapat menggunakan mediator {pihal: ketiga} yang
dianggap dapat menjembatani upaya penertiban;
¢. apabila upaya negoisasi dan mediasi mengalami
jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/
upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir];
d. apabila menghadapi masyarakat/objek penertiban
yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan
anarkis maka langkah-langkeh vang dilakukan
sebagai berikut :
(1} menahan diri untuk melakukan konsoclidasi
sambil memperhatikan perintah lebih larjut;
(2) mengamankan piliak yang memprovokasi,
(3} melakukan tindakan beladiri untuk mencegah
korhan kedua belah pihak.

e. dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas
mendapat perlawanan dari orang/badan hukum serla
masyarakat maka :

a) petugas tetap bersikap tepas wuntuk melakokan
penertiban;

b} apabila perlawsnan dari masyarakat mengancam
keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan
konflik yang Iebih luas diadakan konsolidasi secepatnya
dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut;

¢} komandan pasukan operasi penertihan, sesuai dengan
gituasi dan kondisi dilapangan berhak untuk
melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban;

d] melakukan advokasi dan bantuan hukum;

€} mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah
dilakuksan dan rencana, tindak lebih lanjut.

10. Pembinaan
a. Pembinaan tertib pemerintahsan :
1) melaksanakan piket secara bergiliran;

2) memberikan bimbingan dan pengawasen terhadap
pengamanan kantot;



3]

4}

5]

Bl

9

memberikan /memfasilitasi bimbingan den pengawasan
serta membentuk pelaksanaan siskamling bagi Pekon rdan
Kelurahan;

memberikan bimbingan dan pengawasan administrasi
ketertiban wilayah;

melaksanakan kunjungan, pengawasan dan pemantauan
dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan Dacrah
dan aturan /ketentuan turunannya;

memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang
dilakukan secara masal untuk mencegah timbulnya
gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

melakukan usaha dan kegistan untuk mencegah
tmbuinya kriminalitas;

mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan tanpa izin,
tempat usaha dan melakukan penertiban;

melaknkan usaha dan kegiatan dalam rangka
menyelesaikan sengketa dalam masyarakat;

10} melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral.

. Pembinaan tertib hingkungan

1
2
3

4)

memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap
pengambilan pasir batu untuk galian C dalam rangka
pelestarian linglungan.

memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai
pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan
lingkungen dengan sasaran pusat-pusat Lkegiatan
masvarakat sepertl pasar.

memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha
dan kegiatan yang mengendalikan lingkungan untuk
menghasilkan barang produksi.

melakuken usaha dan kegiatan penanggulangan bencana
alam.

Pemmahaman tertib sosial

1)

2)

3}

4)

preventif melalui penyuluhan, bimbingan, iatihan,
pemberian bantuan peongawasan scrta pembinasn badk
kepada perorangan maupun kelvmpok masyarakat yang
diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan,
pengemis dan pekerja seks komersial (PSK).

represif melakukan razia, penampungan sementara untuk
mengurangi gelandangan, pengemis dan pckerja seke
komersial (PSK) haik kepada perorangan maupun
kelompok masyarakat  yang disangka sebagai
gelandangan, pengemis dan pekerja seks komersial (P3K).
rehabilitasi meliputi penampurgan, pengaturan
pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran
kembali kekampung halaman untuk mengernbalikan
peran mereka sebagai warga masyarakat.

mengadakan penertiban apar aktivitas pasar dapat
berjalan lancar, aman, bersih dan tertib.



0

6)

8]

memonitor, memberikan motivagi dan pengawasan
terhadap warung, toko, rumah makan yang melakukan
kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha.
melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dan
aparat keamanan dan ketertiban kawasan lahan parkar.
melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para
pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
produk hukum lainnya,

melakukan pembinaan mengenai peningkatan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang
ditetapkan Pemerintah Daeran seria melakukan usaha
tian kegiatan delam rangka memberikan penyuluhan agar
masyarakat dapat mematuhi kewajibannya.

11. Administrasi
a. Persmapan

1y
2)
3)
4

S}

€}

penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan
pembinaan,

peneiapan tempat, bentuk dan metade pembinaan;
mengadakan survcy lapangan;

mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan
aparat keamanan dan ketertiban lainnya;

penyiapan edministrasi pembinaan seperti daftar hadir,
surat perintah, surat teguran dan surat panggilan
tethadap masyarakat yang melakukan pelanggaran
Peraturan Daerah dan aturan /ketentuan turunannya;
pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan
maksud dan tujuan kepada anggoata tim yang bertugas
melakukan pembinaan.

b. Pelaksansan

1)

2)

J)

gsebelum menuju sasaran bagi anggota Satuan Polisi
Pamong Praja yang bertugas melakukan pembinaan
terlebih dahuha memerikea kelengkapan administrasi
peralatan dan perlengkapan yang akat dibawa.

pelaksanaan  pembinaan  ketertiban = umum dan
ketentraman masyarakat yang berhubungan dengan
lingkup tugas, perlu dikcordinasikan dengan dinas/
instansi terkait.

bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat didaerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
a) melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;

b) rapat keordinasi pelaksanaan;

¢) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan
kewenangarn.



4) pembinaan yang dilakuksn melalui panggilen resmni
maupun surat teguran yang dibuat 2 [dua) rangkap,
setelah  ditandatangani oleh penerima, meka petugas
segera menjelaskan maksud dan tujuan pemanggilan,
Pemberian surat teguran yang dibuat 2 (dua) rangkap
dimaksudkan 1 {satu} discrahkan kepada si penerima dan
1 {satu} lagi sebagai arsip untuk memudahkan
pengecekarn.

5) pembinaan vang dilakukan secara tatap muka secara
langsung bagi petugas pembina harus mempedomarni
taknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan
sikap dan sopan santun dalam berbicara.

6) pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan
dengan maltsud dan tujuan pertemuan tersebut dengan
dibuatkan notulen atan hasil pembahasan/
peinbicaraannya.

¢. Evalaai

1] setelah pelaksansan kegatan pembinaan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat, baik vang dilakukan
secara rutin, insidentil maupun operasi gabungan scgera
melaporkannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja,
kemudian Kepala Satuan Polisi Pamung Praja meneruskan
kepada Bupati.

2] mengevaluasi pelaksanazn  kegiatan operasi  dan
menjelaskan tentang hambatan yang ada kepada Kepala
Gatuan Polisi Pamong Prgja dan atau yang
memerintahkannya.

3) menyusun laporan hasil pelaksanaan kepiatan sckaligus
dengan hasil evaluasginysi.

. PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

1. Ruang linglkup menangani nnjuk rasa dan kerusuhan massa
meliputi :
a. unjuk rasa delam keadaan damai.
Unjuk rasa dapat berupa demontrasi, pawai, rapat umum
ataupun mimbar bebas. Unjuk rasa umumiya telah
diberitahukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
b. kerusuhan massa.
Keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa adalah
1) Massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang
sangat mengganggu kelerliban umum dan Ketentraman
masyarakat serta melalcukan kekerasan yang
membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda antara
lain .
a) merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah;
b} melakukan pembakaran bendsa-benda yarng
mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas;
¢} moetakukan kekerasan terhadap orang lain / masyarakat
kait



2)

Massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang

melawan perintah petugas/aparat pengamanan antara lain:

a) melewati garis batas vang diberikan petugas;

b) melakukan tindakan kekerasan/anarkis kepada
petugas pengaman.

2. Pelaksanaan
a. penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai.

1)

2)

Persiapan
a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
b} menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :

{1) perlengkapan perorangan, helm perarangan, borgol,
tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api
(sesuai peraturan yang berlaku} bagi yang
mempunyai in;

{2) kendaraan khusus dilengkapi dengen pericengkepan
yang diperlukati.

¢} menyiapksn daftar Gm yang hertugas dan surat
perintah pengamanan;
d) Komandan operasi memberikan arahan singkat perihal:

{1) lokasi,

(2) rute yang ditempubh;

(3) situasi yang mungkin dihadapi;

(4] tindakan yang dibenarkan unituk dilakulkan.

Pelakranaan
a} koordinasi :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

melaporkan /memberitahukan  kepada Bupati dan

komandan operasi melakukan koordinasi dengan Aparat

Pengamanan lainnya tenlang .

(1) jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;

(2] rute yang aken dilalui;

(3} kegiatan yang akan dibenarkan dilakukan
pengunjuk rasa;

{#) waktu yang disediakan;

{5) lokasi unjuk rasa.

b} isolasi:

1] anggota operasi Satuan Polisi Pamong Praja
metakukan negoisasi dengan pengunjuk rasa
dengan masa penonton;

2) tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa ateu
cara kekerasan,

3) angpota Satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam
formasi vang telah ditetapkan.

¢} negoisasi dan penanganan .

1} Kepolisian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja

melakukan negoisasi dengan pengunjuk rasa;



2] tidak dibenarkan melakuksn tindakan paksa atau
cara kekerasan;

3} bersikap simpatik dan tetap berwibawa.

3) Laporan husil kegiatan ;
a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia.
b} membust laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindakan segera.

b. penanganan kerugsuhan masaa :
1) Persiapan:

a} memakni pakaian dinas lapangan (PDL);

b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:

(1) perlengkapan perorangamn: helm, pentungan, borgol,
tameng, senjata api (bagi yang mempunyai izin);

{2) kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu
perhatian (lampu soret), meguphone dan alat
komunikasi.

¢} menyusun daftar petugas dan surat perintsh
pENgamanan;

d) komandan operasi memberikan arahan singkat perihal
tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.

2] Pelaksanaan :

a) komandan operasi melakukan koordinasi dengan pihak
kepolisian tentang langkah-langkah tindakan yang akan
dilakukan;

b] enggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya
sehagai tenaga pendukung/bantuan, hanya melakukan
tindakan sesuai koordinasi pihak kepolisian;

¢] tidak dibenarkan melakukan tindakan di luar kendali
pimpinan lapangan.

3) laporan hasil kegiatan :
a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;

b} membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memertukan tindakan scgera.

IV. PENGAWALAN PEJABAT DAN ORANG - ORANG PENTING
1. Ruang lingkup pengawalan pejabat dan orangorang penting
melipuii :
a  pengawalan dengan sepeda motor;
b. pengawalan dengan kendaraan mobil.

2. Pelaksanaan :

a. pengawalan dengan sepeda motor
1) Persiapan :
a) memaksai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);



b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :

(1) perlengkapan perorangan, helm, pentungan borgol
dan dapat dilengkapi dengan senjata api (bagl yang
mempunyai izinj;

{2) kendaraan khusus dilengkapi peralatan yang
dibutuhkan,

(3) pengemudi diutamakan memiliki kompetensi
pendidikkan pengemudi/memilild 3IM.

¢] menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah
pengawalar.

2} Pelaksanaan :

a) 2 {dua) scpeda motor dalam kcadaan siap bergerak pada
posizi berjajar dan pengawal berdiri disamping sepeda
maotor,

b) pejabat/VIP sudah berada di dalam kendaraan dan siap
menerima laporan kesiapan dan pengawalarn;

¢) komandan operasi menuju Keajudan dan melaporkan
kesiapannya untuk melakukan pengawalan;

d) sepeda motor berjajar dengan sepeda motor lainnya
berangkat menuju tujuan;

g] selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;

fi tibadi tujuan :

{1) sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan;

(2} berhenti dan parkir yang aman.

g] selesai acara akan kembali kekantor :

(1) sepeda motor telah siap;

{2) komandan operasi melapor ke ajudan siap untuk
pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengean
waktu pepjalanen menuju tujuan,

h) tiba di lmntor, setelah kendaraan berhenti, seluruh
anggota operasi turun, komandan operasi melaporkan
kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai
dilaksanakan,

3] Laporan Hasil Kegiatan :
a] membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;
b) membuat laporan langsung terhadap kgjadian yang
memerlukan tindakan segera,

b. Pengawalan dengan kendsrasn maobil .
1) DPersiapan:
a) memakai Pakaisn Dinas Lapangan {FDL) ;
b} menyiapkan perlengkapan yang diperlukean :

(1) pericngkapan perorangan, helm, borgol, tameng dan
dapat diperlengkapi dengan senjata api [bagi yvang
mempunyai izin);

(2) kendaraan khusus dilengkapi peralatan yang
dibutuhkan;



{3 menyusun jadwal, daftar petugaa dan surat perintah
pengawalan.

2) Pelaksanaan

3)

4

b)

c}

d}

h

pengemudi  melapor kepada komandan  opcrasional

tentang kesiapan kendaraan,

kamandan operasi menyviapkan setiap regunya 0 {enam)|

orang untuk naik kekendarasn dan siap melakukan

pengawalan;

komandan operasi menuju ke ajudan dan melaporkan

kesiapannya untuk melakukan pengawalary;

komandan operasi naik lekendaraan  duduk

hersehelahan dengan pengemudi dan merintahkan

pengemudi untuk menjalankan kendaraan;

selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;

tiba ditujuan:

(1] sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan;

(2) berhenti dan parkir yang aman;

(3) anggota operasi turun dan menyebar melakukan
pengawalan.

selesai acarn akan kembali kelantor

(1} kendaraan dan anggota operasi telah siap;

{2) komandan cperasi melapor ke ajudan siap untuk
pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan
waktu perjalanan menuju tujuan,

tiba di kantor, setelah kendaraan berhenti, seluruh

anggota operasi turun, komandan eoperasi melapor

kepada ajudan bahws pengawalan felah selesai
dilaksanakan.

Lapcran Hasil Kegialan.

a)
b

membuat laporan tertulia sesuai format yang tersedin;

mcmbuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memeriukan tindakan segera.

V. PENGAMANAN TEMPAT — TEMPAT PENTING

L.

Ruang lingkup pengamanan tempat-tempat penting meliput

penjagaan tempat-tempat penting yang perlu dilakukan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja antara lain !

a.

oo e g

rumah dinas pejabat Pemerintah Naerah (perlu batasanj;
sekitar ruang keria pejabat Pemerintah Daerah;

lokasi kunjungan kerja pejabat Pemerintah Daerah;
tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP;
gedung dan aset penting;

upacara dan acara penting.



2. Pelaksanaan :
a. rumph dinas pejabat Pemerintah Daerah :
1} Persiapan :

a)
b)

memakai Pakaian Dinas Lapangan {PDL});
melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait.

2] Peclaksanaan :

3)

a)

b}

c)

d)

€}

h]

merencanakan penyusunan jadeal dan petugas yang
akan melakukan tugas di rumah dinas;

membuat berita acara pelimpahan tugas dengan
petugas jaga pengganti yang ditandatangani oleh yang
melimpahkan dan yang menerima pelimpahan tugas;
mencatat dan mengenali idendtas setiap tamu yang
berkunjung;

melakukan pengaturan lalu lintss diselatar pintu
gerbang pada saat pejabat/tamu  Keluar masuk
lingkungan rumah dinas;

mencatat identtas, logat bicara/dialek, suara—suara
lain yang terdemngar, serta pesan yvang disampaikan
oleh penclpon;

mencatat kejadian-kejadian penting selama melakukan
tugas jaga;

melakukan pehgawasan dan pergecekan terhadap
petugas pelayanan seperti petugas telepon, PAM, listrik
dan lain-lain;

melakukan pengawuasan dan pengecckan secara
inteneif disetiap tempat yang tersembunyi dan kurang
mendapat perhatian;

menjaga dan menerbitkan para pedagang penjaja
barang atau sejenisnya serta para pencari sumbangan
(perorangan, yayasan, dil}.

Laporan hasil kegiatan :

a)
b)

membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;

membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memeriukan tindakan segera.

b. sekitar ruang kerja pejabat Pemerintah Daerah .
1} Persiapan '

2)

a)

memakai Pakaian Dinas Lapangan {PDL};

b} melakukan kerfjasarna dengan dinas/instansi terkait.

Pelaksanaan :

a) melakukan pemeriksaan di lingkungan ruang kerja
pejabat sebelum bersangkutan tiba;

bl melakukan koordinasi dengan tata usaha dan ajudan

c)

pejabat yang besanglutan;

melakukan pencatatan jadwal kegintan pejabat pada
hari yang bersanglutan dan Lkegiatan yang alkan
dilaksanakan, dalam wakiu satu minggu yang akan
datang;



d)

e)

h}

memberikan pelayanan penunjang lainnya kepada
pejabat tersebut bila diperlukan;

mengewasi dan mengenali identitas setiap tamu vang
berkunjung;

melakukan pengawasan dan pengecekan secara
intensifl setiap tempat yang tersembunyi dan kurang
mendapat perhatien;

menjaga dan menertibkan pam pedagang penjaja
barang atau sejenisnva dan para pencari sumbangan
([perorangan, yayasan dan lain-lainj;

mengigatkan kepada tata usaha untuk melakukan
pengecekan kembali terhadap instalasi listrik, air,
pemadam kebakaran, AC, tempat penyimpanan
dokumentasi farsip, setelah pejabat yang bersangkutan
meninggelken tempat;

melaksanakan penjagasn sesuai dengan jam kerja
kantor atau sampai batas wakiu pejabat meninggalkan
tempak.

3) Laporan hasil kegiatan :

a)
b)

membuat laporan iertulis aesuai format yang terscdia;
membuat laporan lengsung terhadap lkejadian yang
memerlukan tindakan segera.

lokasi kunjungan kerja Pejabat Pemerintah Daerah.
1) Persiapan :

a)
D)

memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
melakukan kerjasama dengan dinas/instansi tetkait.

2) Pelaksanaan :

a)

b

c)

d|

melakukan pemeriksaan pendatmluan terhadap objek
dan benda yvang terdapat diseldtar lokasi lunjungan
kenya pejabat;

melakukan pengamatan dan penganalissan terhadap
situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja
pejabat;

melakukan peoengawesan dan pengecekan secara
intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang
mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan
pejabat;

mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang
penting/ menonjol disekitar lokasi kunjungan kerxa
pejabat;

melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat,
bila menemukan barang yang dicurigai dan
diperkirakan berupa bom, behan peledak dan jangan
sekali kali dipegang/disentuh serta melokalisir dan
memberi tanda pada tempat yang dicurigai tersebut;
mengawasi dan mengenali setiep orang yang berada
dilokasi kunjungan kerja pejabat,

melakukan koordinasi dengan pihak Protokoler
berkenasn dengan jenis dan sifat kegiatan serta
susunan acara yang akan dilaksanakan;



h)

3

melaksanakan koordinasi dengan panitia
penyvelenggaraan atau pihak yang bertanggung jawab
melaksanakan Lkegiatan tersebut berkenaan dengan
jumlah dan daftar tamu undangsen ysng akan
diundang menghadiri acara yang dimaksud;

melakukan koordinasi dengan/aniar unsur
pengamanan lainnya dengan menggunakan alat
komunikasi yang ada,

gsaling memberikan informast dalam melakukan tugas
penjagaan di lapangan.

3} Laporan hesil kegiatai

a)

b}

membuat laporan tertulis sesuai dengan lormat yang
tersedia,

membuat laporan langsung tecrhadap kejadian yang
memerlukan tindakan segera.

d. tempeat kedatangan dan tempat tujuan tamu /delegasi VIP :
1) Persiapan :

2)

a)
1)

memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
melakokan kerjasama dengan dinas/instansi terkait.

Pelaksanagn :

a)

b)

h)

melakukan penjagaan  di | lingkungan  lempal
kedatangan dan tempat tujuan/delegasi;

melaknkan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek
dan benda dilingkungan tempat kedatangan dan
tempat tujuan, scbelum para tamu/delegasi tiba di
lokmsi;

melakukan pengamatan dan penganalissan terhadap
situasi dan kondiai dilingkunpgan tempat kedatanpgan
dan tempat tujuan;

melakukan pengawasan dan pengeecekan secara
intensif setiap tempat tersembunyi dan kurang
mendapat perhatian;

mengawasi dan mencermali kejadian-kejadian  yang
penting/menonjol ditermnpat kedatangan dan tempst
tujuan;

melaporkan kepada aparat keamanan/Polisi terdekar,
bila menemukan barang vang dicurigai da.n
diperkirakan berupa bomj/bahan peledak dan jangan
gekali-kali dipegang/disentuh serta melokalisir dan
memberi tanda pada tempat yang dicurigai;

mengewasi dan mengenali setiap orang yvang berada
dilingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan;
melakukan koordlinasi dengan pihak protokoler
berkenaan dengan jenis dan sifat Kkegiatan seria
susunan acara yang akean dilaksanakan;

melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggaraan
atau pihak vang bertangzung jawab melaksanakan
kegpiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar
tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara
tersebut;



3)

il  melakukan koordinasi dengan/antar unsur
pengamanan lainnys dengan menggunakan alat
komunikasi yang ada,

k) saling memberikan informasi dalam melakukan tugas
penjagaan di lapangan.

Laporan hasil kegiatan:

a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;

b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukarn tindakan segera.

e. penjagaan gedurlg dan aset penting:

1)

2)

3

Persiapan

a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);

b] melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait.

Pelaksanaan :

a] menyusun rencana jadwal pengawasan serta jenis
gedung / asset beserta lokasinya,

b} merencanakan dan menylapkan petugas jaga;

¢] melakukan koordinasi dengan dinas/instansi

mengeclola gedung/aset;

d] melakukan pendataan /bulcti leepemililkan
gedung/aset, gamhar situasi/daerah/proposal sebagai
bahan pengecekan lapangan;

e] melakukan komunikasi secara teralur dan
bherkesinambungan dengarn petugas

jaga/dinas/instansi/pengelola gedung/aset;
ff mercncanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas
perlengkapan yang digunakan untuk memonitoring
. gedung/aset.
Laporan hasil kegiatan:
al membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;
b membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindakan segera.

f, upacara dan acara penting.

1)

2)

Persiapan :

g} memaksai Pakaian Dinas Lapangan {PDL);

b} melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait.

Pelaksanaan :

a] merencanakan dan menyiapkan petugas yang akan
menjaga dilingkungan tempatl upacara/acara penting,

b) melakukan pemeriksaan pendahuiuan terhadap objeck
dan benda-benda disekitar lokasi sebelim acara
dimulai;

¢) melakukan koordinasi pengaturan lalu lintes disekitar
lokasi;

d) mengarahkan pengemudi kendaraan bermotor peserta
upacara menuju tempat parkir yang disediaken;



3)

YI. PATROLI

1,

h)

J

k}

I

mj

melakukan penertiban terhadeap para pedagang penjaja
barang atau sejenisnya di lokaasi;

melakukan pengamatan dan penganalisasn terhadap
sitvasi dan kondisi disekitar lokasi sebelum acara
dimulai;

melakukan pengawasan dan pengecekan secara
mtensif setiap yang tersembunyi dan kurang
mendapat perhatian di lingkungan lokasi;

mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang
pernting/ menonjo! disckitar lokasi,

melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdckat,
bila menemukan harang vyang dicurigai dan
diperkirakan berupa bom, bahan peledak dan jangan
aekali- kali disentuh/dipegang serta melokalisir dan
member tanda pada ternpat yang dicurigai tersebut;
mengawasi dan meugenali ledhadap scliap para tamu
undangan dan orang-orang vang berada di lokasi;
melalkukan koordinasi dengan panitia penyelenggaraan
atau pihak vang bertanggung jawab melaksanakan
kegiatan tersebut berkenaan dengan jumiah dan daftar
tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara
dimaksud;

melakukan koordinaei dengan fantar unsur
pengamanan lainnva dengan menggunakan alat
komunikasi yang ada;

galing memberikan informasi dalam melakukan tugas
pemjagaan di lapangan.

Laporan hasil kegiatan :

a)
]

membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;
membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindakan segera.

Ruang lingkup pelaksanaan petroli meliputi :

a) tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
b} antar batas wilayah;

¢) tempat Keramaian/hiburan.

Ketentuan dalam pelaksansan :

al umum

Beberapa persyaratan penting vang harus dimiliki oleh setiap
petugas patrol :

1)

2

setiap petugas harus memiliki kewibawaan yvang tercermin
dalam jiwa pengabdian yang penuh etika dengan rasa
tanggung jawab;

dalam melaksanakan tugas harus dapat menank rasa
simpatl masyarakat,
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